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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/Kep./4 /I/SMK-DPMPTSP/X11/2019

TENTANG
IZIN OPERAS]ONAL KEPADA YAYASAN AR-RISALAH AL-ISLAMIYYAH UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU AR-RISALAH
- CARIU DI KABUPATEN BOGOR

REPALA DINAS PFNANAMAN ’VEODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
. PROVINSI JAWA BARAT,
'Menimbaﬁg . a.  bahwa dalam rangka pemerataan pendldt kan diperiukan adanya pamslpa51 _
: . masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
~b.  bahwa Yayasan Ar-Risalah Al- -Islamiyyah dianggap memenuhi syarat dan
mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Keji uruan mulai Tahun
Anggaran 2019/2020. -
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf adan b tersebut diatas perlu
menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Opcrasmnal Kepada Yayasan
Ar-Risalah Al-Islamiyyah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan
Islam Tcrpadu Ar-RlsaIah Cariu d1 Kahupaien Bogor :

=C:

Undang undang Nomar B Tahun 1950 tentang Pcmbentukan Jawa Barat —
_(Berita Negara chubhk Indonesia T anggal 4 Juli 1950); =
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendzdtkan =
~Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
-~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang—undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan daerah'-'
~ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)'. —
= sebagmmanatelah diubah bebempa kali, terakhir dengan Undang-Undang
~— Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
~ Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamb&han Lembaran Ncgara_. =
— —— —— Republik Indonesia Nomor 5679}, = =
= = ':_-5_f4' Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adm1mstra51 —
~ Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.- —
~ 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); —
Pcraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 19 “Tahun 2005 teuiang- —
~ Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk hdonesxa '
: Tahun ?005 Nomor 41, Tamhahan Lembamn Negara Repubhk lndoaesm' =
~ Nomor 4496) =
~ Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesm Nomor 38 Tahun 2007 temang
- Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
~ Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemba:an =
Negarn chubhk Indonf:sla Nomar 473?) =

Méng_i:n gat




u :

—= Sianda: Sarana

~ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- Peraturan Pcmermtah'Re.
'Pclayanan Perizi

~Peraturan Menteri Pendidika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pe
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
Republik Indonesia Nomor 5]05), sebagal
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
S

Kejuruan/Madrasah 2

-Pedoman Pendirian, Pcrubah
dan Menengah =






